. ASPEK HUKUM KEPAILITAN

“Oleh Marulak Pardede,

_ alam er: e form: diIndonesia dewasa ini, hukum dituntut harus mampu
- '-.mengatur ugas
- 'nasional, yang didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh

o pengabdlan sadar dan taat hukum mempunyai rasa keadﬂan sesuai dengan

~kemanusiaan, profesmnal efisien dan efektif. Jxka dlkajl lebih _;auh untuk
i menumbuhkan kehldupan bemegara perlu dzdukung sarana dan institusi hukum
- yang mengatur mempertahankan dan melmdung: kepentmgan individu dan
- masyarakat dengan jaminan adanya sanksi untuk menegakkan kebenaran,
‘kepastian dan keadilan; tidakterkecunali dalam masalah penyelesaian sengketa
: kepaﬂ:tan dalam perbankan melalu1 pengadlian maga : :

Pengertlan pernyataan palht adalah mengubah status hukum saseorang
) dalam hal kecakapannya untuk menguasal dan mengurus harta kekayaan sejak
'.han dmcapkannya pemyataan paiht Pada saat ini timbul kesan di dalam
'masyarakat bahwa seseorang yang dmyatakan pa111t “dlbebaskan dari utang-
utangnya”. Hal ini timbul baik di’ kalangan kreditur maupun (terutama) di
kalangan debltur Kesan ini harus d1h11angkan dengan cara mengembahkan
fungsi] hukum kepa:htan pdda proporsmya Dalam hal demikian, perlu dilakukan
'penyu}uhan terhadap masyarakat ‘bahwa yang dimaksud dengan. kepalhtan
tidak berarti si debitur sebaga: yang terpailzt telah terbebas sama sekali dari
kewajibannya untuk membayar kekurangan utangnya yang mas1h beium
terbayar, kecuali jika telah terjadi perdamaian atau yang dinamakan’ accord
antara'si debitur dengan sekalian krediturnya, yang kemuchan disahkan oleh
Pengadilan dalam bentuk homologasi. Manakala s pailif mempunyai harta
kekayaan lagi, termasuk dalam hal ini misalnya, jika memperoleh lotere atau
hibah, atau ternyata ia memperoleh atau ternyata masih ada harta kekayannya,
maka harta kekayaan ini tetap'menjadi ‘harta kekayaan pailit (boedel pailit).

1. ‘Makalah mempakan Hasi! Penelitian Mandiri, dlselcnggaraixan untuk membenkaﬁ sumbangan pemikiran

- dalam rangka pembangunan hukum nasional.

2. Ahli Penelig Utama Bidang Hukum, Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan
Hukum Nasionat Departemen Kehakiman dan HAM RI di Jakarta.
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Unsur itikad baik dan kejujuran, memang sangat penting, sebab manakala
ternyata kepailitan memang sekedar rekayasa dari si pazht maka terhadapnya
-dapat dikenakan sank51 paaht tzpu mushhat :

Salah satu permasalahan yang harus segera dlata51 aklbat adanya krisis

moneter tersebut adalah penyelesaian utang-utang luar negeri, baik utang '
pemerintah maupun utang swasta yang telah jatuh tempo. Kebutuhan akan -
o _valuta asing yang sangat besar ‘bagi pembayaran utang—utang yang telah Jatuh :
tempo dalam waktu yang bersamaan telah membentuk permmtaan yang luar-

“biasa besamya di pasar uang, yang pada akhzmya te]ah menggangeu keseim-
“banpany pasar itu sendiri. Hukum permmtaan dang penawaran yang, Klasik dengan
‘sendirinya telah berlaku. Karena' adanya mekamsme pasar tersebut dl atas
'teiah menyebabkan terpuruknya mlal mpxah

Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti krjsm yang ter_;adl
.adalah di.sekitar jatuhnya nilai fukar rupiah tersebut terhadap valuta asing.
Akibat ketidak stabilan pasar uang maka spekulasi di pasar uang menjadi hal
yang tidak dapat dihindarkan dan susah dikendalikan. Sehubungan dengan
besarnya peranan dan kebutuhan akan penyelesaian utang luar negeri dalam
krisis moneter maka salah satu upaya yang perlu diwujudkan adalah
menghindarkan perangkat hukum yang dapat diterima pihak-pihak yang terkait
dalam penyelesaian utang tersebut. Dalam kaitan ini, dengan dlundangkannya
Peraturan Pemerintah Penggant1 Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998
tentan g Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang kemudian
dztetapkan menj jadi UU No.4 tahun 1998 LN. 1998 No. 135 adalah merupakan
perubahan atas ketentuan tentang kcpaﬂ]tan yang lama (Failisements
Verordening (Stb. 1905-217 jo 1906-348), yang dipandang tidak mampu lagi
memenuhi perkembangan zaman. Saat ini, di Indonesia dikenal lembaga
kepalhtan modern dengan 1nst1tu51 baru, Pengadilan Niaga.

Sebaga1 suatu institusi pengadxlan yang relatif masih bary, tampaknya
disana-sini masih terdapat berbagai kekurangan dalam penerapan Undang-
Undang Kepailitan tersebut, sehingga dalam prakteknya tampak ditemui
berbagai permasalahan hukum. Adapun permasalahan dimaksud, berkaitan
dengan hal-hal antara lain : Materi Muatan yang terkandung dalam Undang-
Undang Kepailitan; Ketentuan mengenai Hukum Acara yang berlaku dalam
Peradilan Niaga; Sarana dan Prasarana pendukung Peradilan Niaga telah
mendukung untuk pelaksanaan; Peranan Aparatur Pelaksana telah mendukung
dalam rangka penerapan Undang-Undang Kepailitan; Kesadaran Hukum
Masyarakat/pengetahuan hukum masyarakat akan keberadaan Undang-Undang
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v _;Kepazhtan telah menunjang pelaksanaan Undang—Undang Kepalhtan serta o

S :-Keberadaan Baiai Harta Penmggaian dalam pelaksanaan Undang- Undang

" terbatas, dalam menghadap1 permasalahan yang mengaklbatkan perusahaan '

o bank tidak. dapat lagi diselamatkan, pada akhamya akan ditempuh dengan

“cara mehkmdas1 oleh Tim Likuidasi untuk selanj utnya dmyatakan pailit oleh

.'-.pengadilan (Perusahaan Bank: Sebagm Debitor) berdasarkan ketentuan

' perundang——unaangan tcntang kepaxhtan, ya1tu 19165 No.4: Tahun 1999, Namun

Iam proses pelaksanaan kepalhtan da]am duma usaha perbankan perlmdungan

: hukum nasabah penyimpan dana, ‘penerapan ketentuan rahasia bank; serta

_ masalah pertanggung}awaban pengurus perseroan terbatas bank serta masalah—
masa}ah]amnya YA G W N iy . i

Bank sebagai suatu perusahaan dan lembaga kepercayaan masyarakat
scharusnya senantiasa berada dalam keadaan solvabel (solvency), baik dalam
Jangka pendek maupun untuk 3angka panjang. Dengan demikian, bank harus
mampu membayar seluruh kewa_] ibannya pada saatjatuh waktu dan menghasil-
kan laba sehingga | membarxkan dividen yang wajar bag1 pemzhk bank sebagai
perusahaan Suatu bank dinyatakan sebagai bank bermasalah apabzla bank
tersebut tidek mampu untuk memenuhi kewajlbannya kepada pihak ket;ga
karena mengalam1 kemglan sehmgga kepercayaan masyarakat terhadap bank
tersebut menjadi semakin menurun. Pada prinsipnya, bank dzanggap scbagai
bermasalah apabila bank tersebut menghadapi permasalahan dalam kegiatan
operasionalnya yang bersifat terus menerus dan memerlukan. upaya khusus
untuk mengatasinya. Perwujudan dari adanya permasalahan tersebut adalah
aspek dari CAMEL (Capital, Asset Quahty, Management Earning dan Li-
qma’zty) vang tergolong tidak sehat.

- Bobot permasalahan yang dihadapi bank pada dasamya dapat dilihat dari
seberapa banyak aspek CAMEL bank yang tergolong tidak sehat. Dalam hal
ini perlu diketahui bahwa dari serua aspek CAMEL, Asset Quality mempunyai
bobot yang terbesar, sehingga permasalahan yang terjadi pada aspek ini saja
seringkali sudah dapat menimbulkan kesulitan yang serius kepada bank. Dengan
demiklan, semakin banvak aspek CAMETL hank yang bermasalah, maka akan
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: 'Imemerlukan upayapenanganan yang semakm menyeluruh dan memakan waktu B
'yang panJang e SHHEe O HEe : - : '
B 'Secara umum prmsnp penyeiesalan ba_nk bermasalah yang d:tempuh oleh_
' Bank IndoneSIa selama 'ini adalah sebagai berikut : Pemilik dan pengurus'."

- bank diminta untuk menyelesa:kan sendiri per:masalahan yang terjadi pada
- “bank; Apablla pemihk/pengurus bank belum atau tidak dapat: meiaksanakan_.-

: permmtaan pada tahap awal ‘dimaksuad, Bank Indone51a membantu

'menyeiesalkan permasa]ahan bank yang ada: Bantuan yang diberikan oleh

Bank Indonema dapat bempa peranan sebagai fasilitator dalam mengundang/- '

meminta investor bary maupun melaksanakan merger dengan bank lain; Apabﬂa _
pelaksanaan pada tahap tersebut belum dapat memperba;kl kondisi bank Bank
Indonesia melakukan tmdakan penguasaan sementara; Apabﬂa kond151 bank
tetap tidak membaik sete}ah proses penyelesaian pada tahap tersebut Bank
Indonesia menghentxkan keakutsertaan bank dalam kliring antar bank vntuk
sementara; Akhimnya, apabﬂa setelah penghentian dari keikutsertaan pada khrmg :
tersebut bank bermasalah tidak berhasil diselamatkan, maka Bank Indonesia
mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar izin usaha bank dicabut dan
dilakukan likuidasi sepanjang tidak mempunyax dampak yang mengganggu
sistem perbankan - .

 Berdasarkan prinsip-pri_s_ip* 'p_éhyeieSéian bank bermasalah tersebut _di
atas, untuk menyelesaikan bank bermasalah langkah-langkah yang ditempuh
sebagm benkut sebelum dllakukan tmdakan hkulda51 perIu dﬂakukan '

Pemenksaan kembah Upaya Bank Indonesia untuk menangani bank
bermasalah pertama-tama dimulai ‘dengan melakukan pemeriksaan kembali
atas bank dimaksud untuk memperoleh gambaran mengenai luasnya
permasalahan yang dihadapi, faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya
permasa]ahan serta alternatif upaya perbaikannya yang sesuai.

- Perumusan “action plan”. Bersamaan dengan pe]aksanaan pemeriksaan
kembali, Bank Indonesia mengambil serangkaian tindakan pembinaan dan
pengawasan untuk mencegah makin parahnya kondisi bank. Dalam
mengupayakan perbaikan kondisi bank, Bank Indonesia merumuskan langkah-
langkahnya dengan melibatkan pengurus maupun pemilik bank mengingat
merekalah pihak yang bertanggung jawab dan mengetahui persis masalah
yang dihadapi. Langkah-langkah perbaikan yang dirumuskan tersebut
merupakan suatu “action plan " tertentu yang harus dilakukan oleh pengurus
dan atau pemilik bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk dapat
secepat mungkin memulihkan kembali keadaan bank.
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Upayafg_lpa ,ra pan jelamataﬁ bank Apabﬂa penyelesaian mc—:lalm ‘ac- o

- :_tzbn plan tersebut tidak imenunjukkan tanda—tanda keberhasilan,’ sehmgga_
o ulitan yang dihadapi bank akan membahayakan kelangsungan
- _._usahanya maka ada tahap_selan_}utnya sesua; _kewenangan berdasarkan Pasal

membahayakan 51stem perbankan atau setelah dilakukan berba ga1 up aya. dan
tindakan penyeiamatan belum dapat. mengatam kesuiltan yang dihadapi, maka
'Bank Indonesm akan melakukan alternatif terakhir dalam ‘penanganan bank
bermasalah yauu mengusulkan kepada Menteri. Keuangan untuk mencabut
izin usaha bank tersebut sesuai. Peraturan Pemerintah No, 68 Tahun 1996
tentang Ketentuan dan. Tata Cara Pencabutan Izin usaha, :Pembubaran . dan
Likuidasi Bank. Khusus untuk bank yang telah -go publik, langkah-langkah
penyelamatan yang akan ditempuh juga diberitahukan kepada Ketua Bapepam
selaku Pembma dan Pengawas d1 bzdang Pasar Modal ]

Dalam hal pelaksanaan leuidas1 Bank1 IlkmdaSl bank dliakukan setelah
izin usahanya dicabut dan dilakukan pembubaran bank sebagai badan hukum
serta pem‘oentukan Tim. leuxdam Hal yang. perlu.diberikan penekanan
mengenai likuidasi bank. adalah bahwa tindakan-untuk melikuidasi bank
merupakan alternatif terakhlr -yang akan diambil, setelah langkah-langkah
penyelamatan sebagaimana diamanatkan kepada Bank Indonesia oleh Undang-
undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum dapat mengatasi kesulitan
yang d1hadap1 bank Sementara tin gkat kesuhtan tersebut telah membahayakan
kelangsungan. usahanya o W N o

“Dalam Peraturan Pemermtah No. 68 Tahun 1996 tentang likuidasi bank
terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan, antara lain

Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 bersifat lex specialis.
Mengingat karakteristik- ‘lembaga perbankan yang terutama bekerja
menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan sejalan dengan sifat
Jex specialis dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992, maka masalah pencabutan
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“izin usaha pembubaran dan llkuldam bank mempakan ketentuan yang bers1fat i
khusus sehlngga segala Sesuatu yan g berkenaan dengan masalah tersebut harus
_tunduk pada Peraturan’ Pemerintah No. 68 Tahun’ 1996 Memngkatkan" '
N 'kedudukan nasabah penylmpan dana sebagal kreditor. Menyadan bahwa pada
: umumnya ‘usaha bank’ terutama menggunakan dana’ dari masyarakat maka__ .
- dalam hal terdapat bank yang du:abut izin usahanya dan d}hkmdam kepentmgan_ :
: :'.fpembayaran atau. pengembahan dana'milik nasabah i penyimpan dana harus
:dzpnorltaskan di ‘antara: kreditor. konkuren lamnya ‘tanpa_ mengabaikan_- '
R -'.pembayaran kewa_] 1ban bank kepada kl‘EdlIO):'-kl‘edltOT yang harus dnstlmewakan j

berdasarkan peraturan pemndang—undangan laln yang berlaku

Pencabutan izin usaha dan likuidasi bank mempakan Iangkah terakh1r
Konsekuensi dari bank sebagai lembaga kepercayaan, maka pencabutan izin
usaha danlikuidasi bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap

51stem perbankan; oleh karena itu Bank Indonesia sebelum melakukan likuidasi

bankterlebih dahulu menempuh langkah-langkah tertentu guna menyelamatkan
bank dimaksud. Dengan demikian, Bank Indonesia baru akan mengusulkan
kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank yan g bersangkutan
apabila Iangkah~langkah penye]amatan yang telah ditempuh ternyata belum
dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau keadaan bank tersebut
teiah membahayakan sistem perbankan ' ;

' Kepaxhtan dan pembubaran bank karena kemgman sendm para peme gang
saham tidak diperkenankan. Penggunaan prosedur kepailitan bagi bank yang
mengalami kesulitan kevangan yang  membahayakan kelangsungan usahanya
tidak diperkenankan, karena dalam ketentuan kepailitan yang berlaku tidak
diberikan prioritas kepada nasabah penyimpan dana di antara kreditor yang
lain. Bank dalam likuidasi tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank, Secara
prinsip, bank yang telah dicabut izin usahanya tidak diperbolehkan lagi
menjalankan segala kegiatan usaha perbankan. Namun’ demikian, anggota
direksi, dewan komisaris, pegawai bank, tim likuidasi serta pihak terafiliasi
lainnya tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank. Prinsip ini diberlakukan
mengingat kerahasiaan data nasabah bank dalam likuidasi, baik nasabah kreditor
maupun debitor scbagaimana layaknya nasabah bank pada umumnya, tetap
periu dilindungi.

Status, kewajiban dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris dan
pemegang saham. Dalam rangka likuidasi bank, sejak dibentulmya tim likuidasi
status direksi, dewan komisaris bank sebelum dilikuidasi menjadi non aktif.
Meskipun demikian, mengingat direksi dan dewan komisaris merupakan pihak
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L yang mengetahul secara pers1s pennasalahan yang dlhadap1 bank, maka d1rek51 B

- “dan dewankomisaris tetap d1waj ibkan uniuk setiap saat membantu memberikan
- segala data dan informasi yang: dlperiukan oleh tim: hkuzdlam dan tidak
';-dxperkenankan unfuk mengundurkan diri kecuah dengan persei‘u}uan Bank

" Indonesia. Tanggung _]awab direksi dan dewan k0m1sans serta pemegang saham

: bahkan sampai dengan harta pribadi daiam hal- yang bersangkutan turut serta
L menjadl penyebab kesuhtan keuangan yang dzhadapl oleh bank atau menjadl

_ penyebab kegaga}an yang ‘dihadapi oleh ‘bank. _Prms_ip ini perlu dlterapkan .
. .mengingat terutama direksi-dan dewan komisaris adalah’ plhak -pihak yang

- paling mengetahm segala sesuatu mengenai harta dan kewajlban bank sehingga
- sudah: seiayaknya harus :kut bertanggung Jawab atas kesuhtan yang dlhadap1
oleh bank S - .

Sanks1 pldana dan admlmstratif Anggota dewan komlsans anggota d:rek51
dan pej abat lamnya pegawaz serta pzhak~p1hak lam termasuk pemegang saham
yang furut mempengaruhl pengelol aan bank; yang telah me}akukan tindakan-
tindakan _yang menyebabkan keadaan bank yang bcrsangkutan bermasalah
atau telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun
1996, daancam dengan sanksi pidana dan atau sanksi administratif sebagaimana
diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasa} 52 dan Pasal 53 Undang~undang No.7
Tahun 1992_]0UUN0 10 Tahun 1998 =

III MASALAH HUKUM KEPAILITAN DALAM PERBAN KAN

A PERUSAHAAN PADA UMUMNYA

Permohonan E’aiht Pada dasamya setlap debltor baik perorangan maupun
badan hukum dapat dmyatakan pailitoleh Pengad1tan Nlaga apabilaia : berada
dalam keadaan berhentl membayar yaitu ia tidak mampu atau tidak mau
mernbayar sedlkltnya satu utang yang telah jatuh waktu telah terdapat dua
atau lebih kreditor ~yang salah seorang dari mereka plutangnya sudah dapat
dztaglh Selain oleh debitor sendm permohona.n pemyataan pailit dapat diajukan
oleh seorang kreditor atau lebih, serta oleh Jaksa atas dasar kepentin gan umurn.
Dalam hal debitor tersebut merupakan bank, permohonan pernyataan pailit

hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (Pasal 1 ayat 3 UUK).

Akibat Putusan Pailit Bagt Debitor. Dengan di_]atuhkannya putusan pailit,
maka sejak saat itu debitor kehﬂangan hak untuk melakukan pengurusan dan
penguasaan atas harta kekayaanmya dan pengurusan serta pemberesan ditetapkan
dalan pasal 19 UUK, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitor pada
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. -saat putusan pernyataan paihitditetapkan, dan juga mencakup semua: kekayaan

B _yang diperoleh debitor selama berlangsungnya kepailitan. Dalam hai ini yang': :

dimaksud dengan kekayaan adalah, semua barang.dan hak atas benda yang
: dapat d:uangkan Barang yang bukan mcrupakan bagian }cekayaan debltor' '
namun: berada dalam pengusaannya ‘tidak termasuk dalam- kepalhtan (Pasa] -
= :20 UUK) Sekahpun debitor tidak kehﬂangan kecakapannya untuk melakukan

' :-:perbuatan hukum; namun perbuatan perbuatannya tidak mempunyai: aklbat o
- hukum, atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan; Sejak: putusan'. o

"-._pernydtaan pailit. dlucapkan oleh. (hakun) ?engadxlan Niaga, pengumsan dan.
pemberesan boedel pailit dltugaskan kepada kurator. Pihak yang. dmyatakan_
pailit hanya dlperkcnankan untuk melakukan perbuatan hukum dibidang harta
kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (boedel) pailit. Dalam
kaitannya dengan KUH Pidana, debitor dapat diancam dengan pidana penjara
bllamana dzanggap memg:kan kredltor atau mengurang1 hak kreditor secara
curang, hai ini diatur dalam pasal 396 KUH Pidana sampai dengan pasal 399
KUH Pldana Ancaman pidana penj ara tersebut beriaku bag1 pengusaha ataupun
pengurus a‘iau kozmsans perseroan terbatas yang dmyatakan pailit. -

srAkibat i’utusan Pailit Bagi Krediter Kedudukan para kreditor aaalah
sama (paritas creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama
atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing,
Namun demikian terdapat pengecualian terhadap golongan kreditor yang
memegang hak agunan atas keberadaan dan golongan kreditor yang haknya
didahulukan berdasarkan UUK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam UUK diperkenalkan suatu Jembaga baru yaitu penangguhan pelaksanaan
hak eksekusi kreditor tersebut. Penangguhan dilakukan untuk jangka waktu
pahng lama 90 hari terhltung tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.
Berdasarkan pasal 56A ayat (1) para kreditor hanya dapat melaksanakan hak
mereka selaku kreditor separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim
pen gawas Maksud ‘diadakannya lembaga penangguhan. pe}aksanaan hak
kreditor separatis adala}h untuk memungkinkan kurator mengurus boedel paxht
secara teratur demi kepentingan sc:niu_a pihak yang tersangkut dalam kepailitan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Berdasarkan pasal 212
UUK, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat
melanjutkan membayar utang-utangnya dapat memohon penundaan kewajiban
pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian
vang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor
konkuren. Penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan menjaga jangan
sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan misalnya keadaan tidak
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B 11ku1d dan suht mernpemleh kredlt diny jatakan pazht padahai bﬂa d1ber1 Waktu
‘besar kemungkman debitor tersebut akan dapat melunasi: utang ~utan gnya
_ Pemyataan pailit dalam keadaan sepertl ini akan berakibat pengurangan nilai

= perusahaan sehmgga akan merug;kan para kredltor Dengan memberlkan waktu

' bersamé -sama dengan. pengurus Hanya deb:tor yang berhak memohon
penundaan kewaj iban pembayaran utang.__Nmnun putusan penundaan kewaj iban
pembayaran utang hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepalhtan belum
dmcapkan oleh Pengadﬂan Niaga . . N 2y

Perdamalan Sebagaxmana dxsebutkan dalam pasai 213 ayat (2) UUK
debltor dapat. melampxrkan rencana. perdamalan pada saat ‘mengajukan
permohonan penundaan kewaJ iban pembayaran Selanjutnya dijelaskan dalam
pasal 2 1 7ayat(4) UUK bahwa rencana perdama;an dapat diaj ukan sewaktu-
waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, asalkan
jangka waktu tersebut tidak melebihi 270 hari. Apabila hingga 270 hari belum
tercapai persetujuan menyangkut rencana perdamaian maka pengurus wajib
memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan lembaga ini harus
menyatakan debitor pailit:selambat-lambatnya pada hari berikutnya (pasal
217 ayat (1) UUK). Segera setelah putusan tentang pengesahan perdamaian
memperolehkekuatan hukum yang tetap, perdamaian tersebut mengikat semua
kreditor konkuren tanpa kecuali, baik mereka yang telah menyetujui rencana
perdamaian, bahkan mengikat pula mereka yang tidak hadir atau diwakili
dalam sidang..Sebaliknya, dengan berakhirnya penundaan kewajiban
pembayaran utang karena putusan tentang pengesahan perdamaian telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka penangguhan hak~hak kredator
separatis menjadi batal. o : .

Hakim Pengawas Dalam Kepailitan, Undang—undang Kepalhtan menen-
tukan bahwa, dalam putusan pailit harus diangkat hakim pengawas dan para
hakim Pengadilan Niaga dengan tugas utama mengawasi pengurusan: dan
pemberesan boedel pailit yang dilaksanakan oleh kurator. Peran dan tugas
hakim pengawas dalam kepailitan antara lain adalah : mengawasi kurator
dalam.mengurus boedel pailit dan dalam melaksanakan kewenangannya
menurut UUK; memimpin dan mengawasi pelaksanaan kepailitan; memper-
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timbangkan baik kepentingan para kreditor.dan pihak yang dinyatakan pamt
menentukan tanggal pada saat mana tagihan terhadap pihak pailit yang
dmyatakan paﬂlt ‘menentukan tanggal pada saat mana tagihan terhadap pihak
pailit harus diajukan; menentukan tanggal dan tempat rapat-rapat verifikasi
dimana pemenksaan dan penenmaan baik taglhan para kreditor dﬁakukan
mengetuax rapat—rapat verifikasi dan rapat para kreditor. - . " W

““Kurator Dalam Kepaliltan Pasal 67A UUK menentapkan bahwa kurator: :
dalam kepalhtan adalah BHP atau kurator Iamnya Selanj utnya dlsyaratkan_.- '
bahwa kurator yang, diangkat oleh Hakam Pengawas harus mdependen dan
tidak mempunym benturan kepentmgan dengan debitor atau kreditor (pasal
13 ayat (3) UUK). Kurator dalam kepailitan bertugas melakukan pengurusan
dan atau pcmberesan harta paﬂlt Dalam melaksanakan tugasnya itu kurator
tidak diharuskan memperoleh persetujuan debitor atau organ debitor. Selam
itu kurator dalam kepailitan bertanggung Jawab atas kesalahan atau kelaiaiannya
dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan
kerugian terhadap harta pailit. Batasan atas kewenangan kurator antara lain
mengenai : Persetujuan hakim pengawas diperlukan untuk mengahadap
Pengadilan Negeri dalam semua perkara yang menyangkut boedel pailit, kecuali
dalamhal : pencocokan piutang, penyelesaian perjanjian timbal balik, penyele-
saian perjanjian sewa menyewa, penyelesaian soal perburuhan, penyerahan
barang yang diagunkan kepada kurator; Untuk melakukan penyegelan atas
harta pailit dengan alasan untuk mengamankan harta pailit; Untuk melanjutkan
usaha debitor, kurator wajib memperoleh persetujuan panitia kurator dan jika
belum diangkat panitia kreditor, kurator harus mendapat persetujuan hakim
pengawas (pasal 95 UUK); Untuk memindahkan hak atas harta pailit sepanjang
diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau karena kalau ditahan barang
yang bersangkutan akan merugikan, harus diperoleh persetujuan hakim
pengawas (pasal 98 UUK); Kurator Sementara, yaitu selama putusan tentang
permohonan pernyataan pailit belum diucapkan atas permintaan kejaksaan
atau satu kreditor, pengadilan dapat mengangkat kurator sementara untuk
mengawasi pengelolaan usaha debitor, dan mengawasi pembayaran kepada
kreditor, pemindahan hak atau pengagunan atas kekayaan debitor yang dalam
rangka kepailitan memerlukan persetujuan hakim pengawas.

Berakhirnya Kepailitan. Kepailitan berakhir dalam hal : daftar pembagian
yang terakhir telah mempunyai kekuatan pasti; homologasi perjanjian
perdamaian telah mempunyai kekuatan tetap; harta pailit tidak cukup untuk
membiayai kepailitan dan kemudian hakim memutuskan untuk mencabut
kepailitan. Apabila kepailitan berakhir karena daftar pembagian terakhir telah
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Giim KEKHUSUSAN PERUSAHAAN BAN

: Z'mempunyal Icekuatan past1 maka BHP atau kurator lamnya mengumumkan_ S

' .._berakhlrnya kepa111tan tersebut daiam Benta Negara dan dalam surat kabar;

" .memberikan perhmmgan tanggung Jawab tentang: pengurusan danpenguasaan
- serta pemberesan harta pailit yang telah dilakukankepada: Haklm Pengawas
'mengemballkan segala buku—bukﬁ'-dan surat-surat.mihkim 'palht s "

_ badan usaha yang bergerak d1 ‘mdang Jasa keuangan yang 0 eh Undang—undang

"No . 3(} tahun. 1998 tentang Perbankan dldeﬁmsxkan sebaga1 berzkut badan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka memngkatkan taraf hldup
rakyat banyak. Bank: mempunyaz kegratan usaha khusus, antara lain adalah
Menghimpun’ dana dari ‘masyarakat dalam’ bentuk 51mpanan bempa giro,
dep051to berj angka ‘sertifikat deposito, tabungan ‘dan/atau bentik lainnya
yang dipersamakan dengan itw; Memberikan kredit; Melakukankegiatan dalam
valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indone-
sia. Oleh karena itu dalam persyaratan pendiriannya oleh Undang-undang
dimaksud diatur kewajiban dipenuhinya faktor keahlian di bidang perbankan.
Hal tersebut ditegaskan pula dalam peraturan pelaksanaannya; misalnya dalam
pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.70 tahun 1992 tentang Bank Umum
yang menyebutkan bahwa; “Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus)
dari anggota Direksi harus berpengalaman operasional di bidang perbankan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun*.

. Mengingat bentuk usaha bank yang khusus dan untuk pengelolaannya
memerlukan keahlian khusus, maka dalam hal bank tersebut tidak dapat
mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan akhimya
dicabut izin usahanya, bani harus menundukkan diri pada ketentuan yang
khusus. Hingga saat ini pengaturan khusus yang berlaku adalah Peraturan
Pemenntah No.68 tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan
Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Dengan berlakunya Peraturan Kepailitan (Fa1lhssementverordemng) Stbl.
1905 No.217 jo.Stbl. 1906 No. 348, yang telah disempurnakan dengan PERPU
No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan,
yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Kepailitan derigan Undang-
undang No. 4 tahun 1998 (UUK) diatur secara umum penyelesaian bagi debitor

151




- batk pemrangan maupun-badan hukum' 'yang tidak mampu atau tidak mau

membayar utangnya Terdapat beberapa permasalahan yang timbul bagi badan

usaha bank yang: dmyatakan pailit; diantaranya dapertanyakan apakah :
mekamsme peraturan kepaihtan tersebut rnerupakan suatu penyelesaian yang -

tepat bagl usaha bank yang dinyatakan pailit, dlantaranya dipertanyakan apakah -
" 'mekanisme peraturan kepazhtan tersebut merupakan suatu penyelesaian yang

“tepat bagi usaha bank, mengingat dalam’ peraturan’ kepa1htan tersebm‘ perlu"-'_.
: dﬁempuh mekamsme penyelesaian melalui suatu badan pengampuyang disebut *
‘Balai Harta Pemnggalan (BHP) atau. kurator yang dalam melakukan tugas.
pengampuan dan pemberesan berada di bawah  pengawasan Hakim Pengawas -
Sehubungan dengan haI tersebut daiam makaiah ini akan dabahas mengenai.

se); jauh mana ketentuan mengena1 kepaihtan dapat dimanfaatkan sebagal sarana.
hukum yang tepat. untuk pembubaran usaha bank dan pemberesan: harta_
kekayaan bank, Dalam hai ini juga akan dibahas manfaat kepailitan bagi bank
sebagai kreditor, yalcrn bagalmana dampaknya terhadap kreditor apabila debitor
telah dm}fatakan paﬂlt dan pennasalahan~permasa]ahan yang mungkin timbul,

" Usaha Bank Bersifat Khusus Sebagaimana telah dikemukakan di atas,
usaha bank adalah men ghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan ‘menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak, sehmgga usaha bank sangat terkait dengan kepentingan
masyarakat ‘karena bank ‘terutama bekerja ‘dengan dana dari masyarakat
yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, Hal tersebut menyebabkan
pengaturan usaha bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.10 tahun
1998 tentang Perbankan dan ketentuan peiaksanaannya cukup ketat dlatur
antara lain :

*  prosedur perizinan yang sarat dengan persyaratan mencakup susunan
organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan,
kelayakan rencana ker_]a dan hal-hal lain yang dltetapkan oleh Bank In-
donesia; -

. pcmbmaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia agar bank dapat terus
menjaga kesehatannya dan memcllhara kepercayaan masyarakat padanyz;

¢ ketentuan rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank dengan
ancamnan sanksi pidana atas pelanggarannya, sebagai jaminan bahwa
pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak
akan disalahgunakan;

*  sanksi yang berat terhadap bank, pengurus, pegawai dan pihak terafilasi
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- mengambﬂ Iangkah unmk-memasukan kepalhtan terhadap ketentuan yang r
d B .

B ._---.su: : .u .bank mengéiarﬁl k_esullta.. yang membahayakan kelangs_ _ngan:usaha

o yang dapat dilakukan

~oleh T ndang -undang Perb _ r me o

leh _-Bank Indon 12 'dalam rangka mempertahankan/

g ..-.menyelamatkan bank:'sebagal !embaga' kepercayaan masyarakat (Pasal 37 ayat
+(2) UU No..10: tahun 1998 dan PP No. 68 tahun’ 1996). yaitu ; “Melakukan
K tmdakan agar : pemegang saham menambah modaI pemegang saham
. menggantl Dewan Komisaris dan/atau Dlrek31 bank; bank men ghapusbukukan
kredit yang 1 macet, dan memperhltungkan keruglan bank dengan modalnya
:fb clakukan merg atauko _thas: dengan bank 1a1n bank dijual kepada

_ pembeh yéng bersedxa méngambﬂ alih seluruh kew33 1ban Mengambﬂ tindakan
'lam sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku, seperti :
men' hkan pengeiola seluruh atau sebaglan kegiatan bank kepada pihak
lain: meminta bank menjual sebaglan harta dan  kewajiban. bank kepada bank
'Iam memmta bank men_]ual sebagzan harta bank kepada bank atau plhak lain.

J 1ka dengan tzndakan tersebut bank tzdak dapat mengat351 kesuhtannya
.dan atau keadaan suatu bank sudah mcmbayarkan sistem perbankan, maka
Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan uniuk méncabuti 1zin
usaha bank yang bersangkutan Dalam kaitannya dengan ketentuan kepalhtan
sebelum ditetapkan: UUK yang telah disempurmnakan, dalam hal suatu bank
sebagai debitor tidak mampu atau' mengalami keadan tidak’ mampu untuk
membayar, bank dapat: mengajukan: permohonan pailit. Permohonan pailit
tersebut-dapat juga diajukan oleh kreditor bank maupun oleh Jaksa Apablla
kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan; maka kegiatan
usaha bank tersebut dapat terhenti tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yait Pasal 37
ayat (2b}., ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan peraturan pelaksanaannya yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pencabutan lzin Usaha. Pembubaran dan Likuidasi Bank. '

Dengan demikian terdapat beberapa keadaan yang mungkin timbul tidak
sesuai dengan pengaturan di bidang Perbankan, antara lain: Dalam hal ini
pengurus - pemegang saham dapat menggunakan kepailitan sebagai cara untuk
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E .'menghmdarl tanggung Jawab terhadap para kredltor termasuk para nasabah
penyimpan dana; Keadaan pailit yang berasal dari permohonan kreditur dapat -
; _menyebabkan bank harus menghennkan seluruh kegiatan usahanya, Penetapan
--'-E;palht menyebabkan bank kehilangan hak untuk melakukan penguasaan.dan
" pengurusan atas asset dan kewaj ibannya dan kepenguasaan serta kepengumsan
'-._’_:tersebut berplndah kepada BHP.atau kurator lainnya di bawah pengawasan .
_ _.j__Hakmﬁ Pengawas. Hal ini dapat memmbulkan kesulitan dalam proses' :
'_';':pemberesan karena d1per}ukan keahhan khusus untuk- menangamnya
Pemberesan dan pembubaran bank menjadi di luar hngkup wewenang Menteri
_ Keuangan dan Bank Indonesia; Kepentmgan ‘masyarakat yaitu nasabah
penyimpanan dana, bank-bank dan pihak-pihak lain yang terkait berbeda dengan
yang, dlatur dalam PP Nomor 68 Tahun 1996. o

Sehubungan dengan hal tersebut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) dar1
UUK yang menyatakan bahwa permohonan kepailitan bagz bank hanya dapat
diaj ukan oleh Bank Indonesia merupakan suatu langkah unmk menghmdan
adanya ketldaksesuaian dengan Undang-undang Perbankan. Sebagai contoh
dari ketidaksesuaian dengan Undang- -undang Perbankan tersebut adalah
kepalhtan yang diajukan oleh MATBPK Artha Guna Dw:lpayana Pengadﬁan
Negeri Denpasar telah mengeluarkan Penetapan yang mengabulkan
permohonan pailit MAI BPR Artha Guna Dwipayana. Atas Penetapan tersebut
Direksi Bank Indonesia dengan surat nomor 26/98/Dir/UHS tanggal 8 Desember
1993 kepada Ketua Mahkamah Agung Rl, mengajukan permohonan
penangguhan pelaksanaan Penetapan, dengan pertimbangan bahwa: “MAT
BPR tersebut selain sebagai badan hukum yang tunduk pada ketentuan PT
dalam KUHD, juga merupakan bank yang tunduk pada ketentuan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga proses penibu-
barannya perlu memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-undang
Perbankan dimaksud. “Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung
dengan dikeluarkannya surat Nomor KMA./1466/X11/1993 tanggal 24
Desember 1993 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk
menunda eksekusi kepailitan dan memberi kesempatan kepada Bank Indone:
sia untuk melaksanakan lebih dahulu ketentuan-ketentuan Undang-undang
Perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank sebagai debitor diperlukan
suatu kekhususan prosedur untuk menyatakan ketidakmampuannya untuk
membayar.

C. PERUSAHAAN BANK SEBAGAIDEBITOR.
Banl.dalam-kaitannya dengan-ketentuan-kepailitan,-dapat-bertindak——- i
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B Qbank dengan mengguﬁakén sa'rana km_dasz diatur dalam Perafuran Pemermtah

sebaga1 g__d“blt()i' dalam kcpa:htan krediior dalam kepaslitan Untuk lebin
 jelasnyz; prosedur kepailitan bagi bank sebagai debitor. maupun bank sebagai
.-"_?kxedxtor Sebagaimana telah. ditetapkan daiam Pasal: 1 ayat. (3} UUK,
'permohonan kepalh‘can bag1 bank hanya dapat dla_}ukan oleh Bank- Indonesm
' .Dengan ‘adan a.ketentuan tersebut maka Bank indonesm mempunyal

“Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ke _éntuan Dan Taia Cara Pencaﬁunan izin
Uséha ‘Pembubaran Dan Likuidasi Bank. Peraturan Pemermtah dxmaksud
membenkan kewenangan kepada Pemermtah untuk mengatur tata cara
pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuldas: bank secara lex specialis,
yang berbeda dari ketentuan yang berlaku untuk badan—badan usaha secara
wrnum, Sebagal pf:raturan pelaksanaan Pﬁraturan Pemenntah Nomer 68 Tahun
1996, telah dikeluarkan' Keputusan Menteri Keuangan Republik _’{__ndonema
Nomor 44M/KMK, 017/1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan Surat Keputusan
Dhreks: Bank Indonema Nomor 30/63/KEP/DIR tcntang Tata Cara Pelaksanaan
L1ku1d351Bank B E ECR I IR S s R S

Penga‘iuran ketentuan dan tata cara pencabutan 121n usaha pembubaran
dan likuidasi dalam Peraturan Pemerintah imi menganut beberapa prms1p dasar,
antara lain ;

1. Bers:fat Bex Specxahs Mengmgat karaktentls lembaga perbankan vang
" terutama bekerja dengan dana masyarakat maka sejalan dengan sifat lex
' specaahs dari Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
*yang mendasari segala ketentuan tentang perbankan masalah pencabutan
" “izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank perlu dlatur secara khusus.
Dengan demikian sepanjang mengenai pembuatan izin isaha, pembubaran
- dan likuidasi -bank, lembaga ‘perbankan harl.s tunduk pada Peraturan

. Pemerintah dimaksuod. : i

304

. "Meningkatkan Kedudukan Nasabah E’enyxmpan Dana Sebagaj
Kreditor. Sebagaimana dlketahm usaha bank amat terkalf: dengan
kepentingan masyarakat penyimpanan dana karena bank bekerja terutama
dengan dana masyarakat yang d1s;mpan pada bank yang bersangkutan.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal terdapat bank yang dicabut
1zin usghanya dan dllxkuxda51 maka pembayaran atau pengembalian dana
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11ku1da51 terhadap suatu bank yang. dlmia] mengalaml kesuhtan yang_ _
B -_'.membahayakan kelan gsungan usahanya Bank Indonesia terleblh dahulu

© Terakhir: Pembubs

- kepada nasabah ‘penyimpan’ dana diutamakan di antara para kreditor
: *konkuren lamnya tanpa mengabalkan pembayaran kewajzban kepada '
o kredltor—kredltor yang ‘harus: dnst:mewakan berdasarkan peraturan_ :
_::;.:.pcmndang SRR X : K ; el

_ angan yang berlaku L

o ?enca‘i)utan I{zm Usaha dan le dasx Bank Merupakan Langkah _
zin usaha dan Tikuidasi bank ‘dapatmempengaruhi -
: _kepercayaan masyarakat pada 31stem perbankan Sehubungan dengan hai_ Y

o menempuh langkah-langkah tertentu guna menyelamatkan bank dimaksud,
" Bank Indonesxa ‘baru akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk
_ mencabut izin usaha bank 'yang bersangkutan apabﬂa langkah-langkah
_'_'yang dlambﬂ tersebut temyata tidak dapat mengatasi kesulitan yang

dzhadap1 dan/atau. keadaan suatu bank sudah membahayakan szstem

- perbankan. o

o Kepalhtan Dan Pembubaran Bank Karena Keinginan Sendiri Para

- Pemegang Saham Tidak Diperkenankan. Pembubaran karena keinginan

sendiri dari pemegang saham tidak diperkenankan karena hal ini dapat
digunakan oleh pemegang saham sebagai upaya untuk menghindarkan
diri dari tanggung jawab terhadap para kreditor, termasuk para nasabah
penyimpanan dana.

Bank Dalam Likuidasi Tetap Tunduk Pada Ketentuan Rahasia Bank.
Anggota Direksi, Dewan Komisaris, pegawai bank, Tim Likuidasi serta
pihak terafiliasi Ialnnya tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank, Prinsip
int diberlakukan mengingat kerahasiaan data nasabah bank dalam likuidasi,
baik kreditor maupun debitor tetap perlu dilindungi sebagaimana nasabah
pada bank pada umumnya.

Status, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris
Dan Pemegang Saham. Sejak dibentuknya Tim Likuidasi, status Direksi
dan Dewan Komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif. Meskipun
demikian mereka tetap diwajibkan untuk setiap saat membantu memberi-
kan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim ILikuidasi, dan
tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali dengan persetujuan
Bank Indonesia. Adapun tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan
Komisaris serta pemegang saham adalah sampai dengan harta pribadi
dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesnlitan
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. keua*xgan yang. dzhadapi olch bank ‘atau. menjach penyebab }\egagaian
: 'bank HaI ini perlu dllaksanakan mengmgat Direksi da_n Dewan Komisaris
adalah pihak—pzhak yang palmg mengetahui. segaia asset dan kewajiban
bank dan haz'us ik

b”ank. ey

:.'tersebut Selanjutnya akan dﬂakukan pembubaraan badan hukum dan

e ipemben‘aukan tim likuidasi dan kemudxa.n dﬂakukan ‘tahap- tahap sehagai b{mkut

“inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank daiam hku:daSi penentuan cara
dikidasi; panggllan kepada pada kreditor; penyusunan dani pengumuman neraca
'v1r1ﬁka31 pencairan harfa dan atau penaglhan pzutang, pembayaran kepada
kredltor ‘penyusunan neraca akhir likuidasi’ dan peiaporannya kepada BI;
penyampa:an pertanggung}awaban kepada RUPS/Menteri Keuangan Dalam
hal pemberesan dengan sarana kepailitan, setelah dmyatakan pailit, maka harta
kekayaan bank akan dxtempatkan di bawah kurator. ‘Selanjutnya akan dilakukan
pemberesan harta. kekayaan baru akan dilakukan pembubaran:badan usaha.
Namun: demikian pemberesan bank ‘dengan kepailitan dapat menimbulkan
berbagal kendala sebagai berikut; Belum adanya kurator yang mempunyai
keahlian khusus di bidang perbankan Kreditor men_;adl kreditor konkuren
kecuali pemegang hak guna kebendaan, sehingga kedudukan kredltor lainnya
tidak jelas; Kedudukan nasabah tidak diutamakan; Belum ‘ada-perigaturan
mengenai prosedur pengajuan permohonankepailitan melalui Bank Indone-
sia‘ataupun pengaturan lainnya seperti apakah Bank Indonesia berkewajiban
melakukan seleksi atas bank-bank yang dimintakan pailit oleh pihak ketiga
atau hanya sekedar menyalurkan perkara-perkara: tersebut }cepada Pen gadxian
Niaga Memerlukan biaya yang cukup besar - S :

b.. PERUSAHAAN BANK SEBAGAI KREDITGR

Sebagaimana teIah dxsebutkan daiam Undang- undancr Nomeor 10 Tahun
1998 tentang Perbarkan, usaha bank antara lain menyebutkan bahwa ; “Kredit
merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian
hasil keuntungan”. Selanjuinya dalam memberikan kredit, bank wajib
mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk
melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998). Untuk menjamin pengembalian dari utang tersebut

°rtanggung 3awab atas kesuhtan yaqg dxaiamz oleh.

Prosedur darl 11ku1das; diawali'dengan pencabutan izin usaha dari baak
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maka. pembenan kreditdilakukan dengan pemberian jaminan. Objek _;amman'
.-adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah dauangkan yang diikat
dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran utang debitor, Jamman
-tersebut dapat terdm atas : a. Jaminan kebendaan, yang diikat dengan; Hakim -
_Tanggungan Hak Gadai, Fiducia, dan hak agunan lainnya; b, jaminan
perorangan atau penanggungan/borgtocht yang terdxrl dari : Personal Guar—'--
_"antee C‘orporate Guarantee _' eI, -

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang Nomor 4 tahun 1996 .
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta.Benda-benda Yang Berkaztan E
Dengan. Tanzh, maka apabila debitor cidera janji, bank sebagai kreditor yang
memegang Hak Tanggungan dapat langsung mengeksekusi jaminan kebendaan
tersebutdengan jalan menggunakan iangsung janji atau kuasa untuk menjual
objek yang dibebani Hak Tanggungan. Denganjuga bila bank memegang hak
gadai maka bank dapat langsung menjual objek jaminan tersebut. Berdasarkan
alasan ketidakmampuan debitor untuk membayar, bank sebagai kreditor dapat
pula memintakan pailit bagi debitornya sepanjang bank dapat membuktikan
bahwa debitor tersebut mempunyai lebih dari satw kreditor (Pasal 1 UUK).

Apabﬁa debitor dinyatakan palht maka bagi bank kreditor berlaku
ketentuan- ketentuan dalam UUK sebaga1 berlkut ' :

1) Bank Kredxtor Pemegang Hak Tanggungan, Hak Gadai Dan Hak
- Agunan Kebendaan Lainnya. Dalam pemberian kredit pada umumnya
bank akan membebankan hak guna atas kebendaan yang memegang hak
. tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat
mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 56 UUK).
Dengan demikian bank kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai
dan hak agunan lain menjadi kreditor separatis yaitu kreditor yang tidak
terkena akibat kepailitan sehingga tetap dapat melaksanakan hak-hak
eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit. Namun demikian
terhadap hak tersebut berlaku prosedur sebagai berikut:

i. Penangouhan Pelaksanaan Eksekusi. Pasal 56A UUK menetapkan
bahwa hak eksekusi kreditor dan hak pihak ketiga untuk menuntut
hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator
ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)
hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Dengan demikian
dalam jangka walktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan
pailit diucapkan, para kreditor tidak dapat mengeksekusi atau menjual
lelang obyek yang dibebani hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan
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i -lamnya baxk berdasarkan kuasa atau ganjl untuk menjual sendm ‘obj ek
[ yang. ‘dibebani- hak: tanggungan yang: bergudu! Demi-Keadilan
- Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Penangguhan pelaksanaan
e eksekusi tidak berlaku terhadap taglhan kreditor yang dljamm dengan
uang tunal dan hak kredxtor untuk memperjuangkan utang (Pasal

R R :'-..Pengangkatan Penangguhan ‘atan Peruhahan Syaa:at-syaraf
R -'--?enangguhan Kreditor atau p1hak ketlga yang hanya d:tangguhkan
" dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat
' - penangguhan pelaksanaan eksekusi‘atau mengubah syarat-syarat
“* penangguhan pelaksanaan eksekusi (Pasal 56A ayat (5) UUK). Jika
“ite skurator menolak permohonan untuk mengangkat penangguhan
- oieksekusi, yang diajukan oleh kreditor atau pihak ketiga’ yang berkepen-
7 tingan, maka kreditor atau p1hak ketxga Yyang berkepentmgan tersebut

. “i'dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas agar hakim

' pengawas meninjau kembali penolakan kurator (Pasal 56A (6) UUK).

-+ Bahkan Hakim pengawas dapat memutuskan : diangkainya penang-
. guhan eksekusi hanya untuk beberapakreditor saja; atau menetapkan
© v persyaratan perihal lamanya waktu penangguhan eksekusi, atau
R .memperkenankan eksekusi atau satu atau beberapa barang anggunan
saja (Pasat 56A (10) UUK, atau tetap mempertahankan penangguhan
+.-eksekusi; hakim pengawas wajib memerintahkan kurator untuk
.- memberikan perlindungan yang wajar guna perlindungan kepentingan
..kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan

- pengangkatan penangguhan pelaksanaan eksekusi tersebut. .

“jil.- Hak Kreditor - Hanya Berlaku Sampal Dengan Dua Bulan
h "“_'Se}ak Dimuiamya Keadaan Insolvensi. Kreditor pemegang hak
 tanggungan, hak'gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya harus
- melaksanakan haknyz dalam jangka waktu paling lambat dua bulan
“terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi (Pasal 57 ayat (1)
UUK). Setelah lewat jangka waktu tersebut kurator harus menuntut
diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual,
tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh
hasil penjualan agunan tersebut (Pasal 57 ayat (2) UUK).
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S\ ?Pembebasan Barang Agunan Setlap waktu kurator dapat membe-f K

Lt ';baskan barang yang menjadi- agunan dengan membayar kepada -
..kredltor yang bersangkutan Jumlah terkecilantara harga pasar barang

i agunan dan Jum]ah' utang yang du aman dengan _barang agunan tersebut o

. ‘Pengajuan Permohonan Pailit yang Telah Diajukan ke Pengadlian B
. Niaga. Setelah UUK: dlnyatakan berlaku, terdapat beberapa perusahaan
.. yangielah ‘mengajukan permohonan kepailitan. Perusahaan-perusahaan
. tersebut adalah antara lain PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Clpta
.- sertaPT Lelco Trmdo PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta sebagai
._kredltor mengaj ukan permohenan kepaihtan terhadap PT Karabhadigdaya
.7 karena menganggap PT.Karabhadigdaya tidak mampu untuk membayar
- utang sebesar Rp. 15 miliar, sementara itu PT Lelco Trindo juga sebagai
. kreditor menga}ukan permohonan kepailitan terhadap PT Mustika Prin-
.;;"cess Hotel. Namun demikian PT Lelco Trindo telah mencabut kembali
. ‘gugatan tersebut karena di luar persidangan, PT.Mustika Princess Hotel
+telah rnenyatakan kesanggupannya melunasi utang: sebesar Rp.390 juta.
.. Selain itu terdapat bank yang mempailitkan debitornya yaitu America
-+ Express Bank Ltd.:(Amiex) yang mempailitkan PT Davomas Abadi
- {Davomas).:Davomas telah menjual 3 lembar: promes senilai USD
+3,000,000.- ‘kepada ‘America*Express Bank (Amex) yang jatuh tempo
~tanggal 7 Januari 1998, Pada saat jatuh tempo Davomas tidak melaksanakan
- pembayaran. Amex kemudian mengajukan teguran dan kemudian memberi
. kesempatan kepada Davomas untuk mencicil utangnya. Pada tanggal 21
Maret 1598 kedua perusahaan tersebut telah melakukan negosiasi dan
hasilnya Amex memberi keringanan kepada Davomas untuk menunda
... pembayaran utangnya hingga Januari 1999, dan pembayarannya dicicil
. selama 6 bulan,; masing-masing sebesar USD 500,000,-. Sedangkan untuk
pembayaran bunganya, Amex memberi kesempatan selama satu tahun.
Selanjutnya bulan Juli 1998 Davomas mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan meminta pembatalan promes tersebut, dan menuntut
agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan kurs per satu dolar
Amerika menjadi Rp. 2.438,-. Tuntutan tersebut juga diajukan Davomas
terhadap dua kreditor lainnya, PT Bank Sumitomo Niaga dan Bank So-
ciete Generale. Davomas juga telah mengajukan permohonan agar Amex
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dan dua kredltor lamnya m&u mend1skon utang hmgga 5 O% Alasan yang _
ikemukakarn’ adalah karena force majeure ‘Dan: beberapa perusahaan—-
:er_usahaan yang telah mengajukan gugatan kepada Pengadﬁan Nzaga:.
. pada umumnya s adalah perusahaan yang bertindak sebagal kredltor untuk
S _._-niempalhtkan debltornya sehmgga setelah berlakunya UUK belum ada'
-+ debitor. yang memanfaatkan UUK 1:;; untuk mengajukan permohonan .
1'.palht i g .

VI P ERS}’EKTIF PERADILAN NIAGA DIMASA DATANG

A Pembentukan Pengadxlan Nlaga d: Luar Jakaz'ta 3.

o _crdasar_ n_anal1s1s pe 'hs_ dapat d1 emukakan bahwa mengmgat
keberadaan peradilan maga ini adalah suatu, perad:ian yang lebih spesifik
dalam. peradﬂan perdata yang mas:h relatlf baru, maka diperiukan upaya
pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk _penyempurnaan
pelaksanaan peradxlan niaga. dimaksud, agar dapat memenuh1 maksud dan
tuj uan pembentukan pengadﬁan tersebut dzmasa mendatang

_ Adapun pengembangan sarana dan prasarana dimaksud adaiah sebagaa
benkut it

Lem’oaga pengadﬂan sebaga1 lembaga yang berusaha mewuj judkan n11a1 mlaz
keadilan menjada kenyataan juga sebagax Iembaga sosial. Masaiahnya adalah
bagaimana membuat lembaga yang harus mewujudkan keadilan, dapat
mengemban tugasnya untuk memperbaiki kehldupan sosial, Tugas yang harus
dijalankan olehnya tidak selalu terselesalkan dengan sempurna, karena seperti
halnya ‘dengan fembaga’ sosial ]amnya pelaksanaan’ mzsszomrya biasanya
mengalamj kendala dalam pencapaianny disebabkan faktor yang tidak dapat
dihindarkan.: Lembaga pengadzlan sebagai lembaga sosial biasa, dengan
sendlrlnya tunduk pada hukum organ1sa51 yang mengaturnya. ;

Berdasark&n anahSIS penuhs dapat d1kemukakan bahwa : menurut
Lawrence Friedman, mengatakan bahwa . antara pengadzlan dengan de-
partment store (toko. swalayan) mempunyal. persamaan yang mendasar,
khususnya dalam cara pengelolaan. (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, 1980, 78,
Keadaan ini akan nampak dalam bentuk reaksi yang hampir sama pada waktu
keduanya menghadapi kenaikan dalam jumlah persoalan yang datang kepada
mereka. Lembaga Pengadilan akan menghadapi kenaikan persoalan mungkin
apabila jumlah perkara yang masuk semakin meningkat. Oleh Friedman
selanjutnya dikatakan, kedudukan Pengadilan di Amerika Serikat adalah sama
dengan toko swalayan yang menghadapi kenaikan dalam jumlah bisnisnya,
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- retapz fidak bisa memperluas faszlztas dan stafnya. Dzkatakan pula, bahwa
‘respons yang diberikan oeh. lembaga pengaa’zlan rerhadap tuntutan bam adalah -
lamban sekali. Hal ‘ini-disebabkan oleh karena pengawasan atas urusan
- _kepegawamn tidak berada di tangan. !embaga itu sendiri. Pesanan kerja relatif -
telap, pengadzlan tak: mungkzn membuka. cabang atas kemauan sendirioleh
" karena terikat pada bzrokmsz dengan prosedurnya yang berbelzt—belzt dan

o Iazn-lam persoalan

S Peradﬂan niaga sebaga: peradﬂan yang reianf baru menumt ketentuan :
“pasal 281 Perpu No.1/98, untuk pertama kahpengadﬁan niaga dibentuk hanya -
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat..Untuk. ‘penyempurnaan pelaksanaan -
Undang-Undang Kepaahtan termaksud maka dipandang perlu dilakukan -
pengkaJ ian, penelitian mengenzn kemungkman pambentukan }embaga peradxlan _
niaga di seluruh wﬂayah Indonesia, mengingat letak gt_aqgraﬁs w;layah negars

Indonesia yang cukup jauh darl Jakarta Pusat. Hal ini ‘mengingat waktu dan
: eﬁsxenm dalam batas waktu penyelesalan kasus kepalhtan hanya 30 han : _:_

Berdasarkan anahsm pcnuhs dapat dikemukakan bahwa melihat Kenyataan
bahwa penyelesaian perkara niaga cukup cepat dilihat dari segi waktu, maka
cukup beralasan kalau banyak kalangan berkeinginan agar perkara-perkara
niaga lainnya juga diajukan atau menjadi kewenangan Pengadilan Nlaga sebab
pada vmumnya pelaku ekonomi menghendaki suatu penyelesaian yang cepat
transparan dan efektif, kemauan berbagal kalangan tersebu‘c cukup berdasar
sebab pasal 180 ayat 2 membuka kemungkman untuk 1tu

. Permasalahan yang t1mbu1 adalah perkara—pcrkara apa saja yang dapat.
dikualifisir sebagai perkara niaga dan kalau perkara-perkara niaga tersebut
menjadi kewenangan Pengadilan Niaga apakah lalu tidak menimbulkan masalah
baru karena Pengadilan Niaga jumlahnya sangat terbatas sedangkan perkara
niaga dapat tersebar di seluruh wilayah hukum RI. Pengadilan Niaga dalam.
peiaksanaannya perlu diusulkan agar dimasukan menjadi kewenangan
Pengadilan Niaga, perkara-perkara : H AKI; ASURANSI; ANTI MONOPOLI,
PASAR MODAL; FACTORNEY LEASING (Sewa Beli); FRANCHISSING
(Waralaba); UTANG PIUTANG; PERBANKAN; JOINT VENTURE; INTER-
NATIONAL TRANSACTION. '

B. PENGEMBANGAN SISTEM KOMPUTERISASI, FAX, SECARA
“ON-LINE” ATAU “CONNECTING?™,

Berdasarkan analisis penulis dapat dikémukakan, bahwa dalam praktek:
peradilan dewasa ini, terlalu panjang birokrasi yang harus dihadapi, mulai
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. darimeja pendaftaran perkara sampai dengan penyelenggaraan pememksaan

* sidang pengadilan. Minimnya sarana. perlengkapan pengadilan serta. belum
. tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana, dapat mempeﬂambat proses

‘peradilan. Fungs1 kepamteraan dan f lmgsystem dalam proses peradilan dewasa
"'mi” masxh bermfat ‘manual, benta acara’ persxdangan tidak-dapat Segera

| modem ya1tu komputer fax, mesn& tik dengan system komputer yang dapat
menylmpan memory, sehmgga pada waktu acara perszdangan selesai, putusan

segera dapat d1tandatangan1 dan dlke]uarkan Hal ini perlu diterapkan dalam

1em'baga peradllan Indonesia terutama mengln gat Kebljaksanaan pemermtah
Zero Growth Pegawa: Ne gen ' : 7

Berdasarkan anahszs penuhs dapat d1kemukakan bahwa dalam }(axtan
tersebut Juga perlu d1p1k1rkan sistermn komputer51a51, _fax secara “on line”
atau. connec:mg ’ di antara semua tmgkat peradllan sampai dengan Ma}ﬂcamah
Agung Dengan . demlklan momtormg semua putusan pengadilan dapat lebih
lancar dan cepat dan seterusnya akan dapat timbul pembentukan hukum (law
reform) Untuk sasaran jangka pendek mengmgat kondisi keterbatasan
anggaran, perlu diadakan pilot project. Pilot Project ini harus dievaluasi dalam
waktu tertentu secara periodik, dan apabila hasilnya memang baik, maka proyek
ini harus diusahakan menjadi proyek nasional, Pelaksanaan ini akan diawasi
dan dlevaluasx oleh Pusat Pengka_;xan Hukum Kepaahtan tersebut d} atas

C. PENGEMBANGAN APARATUR PELAKSANA PERADELAN
NIAGA At

Berdasarkan anallSls penuhs dapat dlkemukakan bahwa dalam uuD 1945
dltegaskan bahwa setlap warga negara mempunyal hak yang sama di depan
hukum (pasal 27 ayat 1). Pada hakekatnya, semua anggota masyarakat berhak
dan berkewajiban untuk menegakkan hukum. Tetapi datam arti sempit, dikenal
unsur penegakan hukum vakni Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Petugas
Lembaga Pemasyarakatan Di dalam praktek, setiap unsur mempunyai tugas
khas, tetapi semuanya merupakan pengemban amanat dari asas negara hukum.
ltulah sebabnya di dalam pembangunan hukum, selain selalu ditekankan
pentingnya pembmaan sarana hukum dan penmgkatan kesadaran hukum
masyarakat juga peningkatan peran dan fungsi penegak hukum, karena
berfungsinya penegak hukum merupakan manifestasi dari usaha pencapaian

: "ktu dalam pengetxkan proses_'
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- '-yakm keadﬂan Pemngkatan peran penegak hukum pentmg artmya karena_;f"

'-_perkara 'tanpa hams merubah Hukum j'Acara Perdata secara “ansic’ Untuk_' '
penerimaan calon haklm pengadllan di-masa datang harus dengan kategorl_' -
Sarjana] Hukum Strata-z (8-2), sepertl berlaku di negara maju; USA, Jerman,
Belanda dan negara lainnya di mana ada jalur khusus pendldakan untuk hakim
dan Jalur lainnya setelah Iulus penchdlkan Sarjana Hukum harus mengikuti
praktek pengacara 1eb1h dulu dengan Jangka waktu dan krlterla tertenty, baru
kemudian dapat men g1kut1 seleksi; penerimaan calon hakim. Untuk plmpman__
peradﬂan maga di masa mendatang perlu dztentukan persyaratan dengan .
kategori tertentu, di’ sampmg persyaratan uranm. Di samping itu, periu
d]tumbuhkan visi yang sama akan maksud dan tu_]uan peradllan 1katan mora]
dl antara sesama unsur. aparat penegak hukum 3 \\ 5t

D, KEBERADAAN BHP -

Berdasarkan anal1s1s penuhs dapat dakemukakan bahwa BHP menguru51
kepentingan go]ongan minoritas (golongan Eropa, Cina dan Timur Asing),
sejak kemerdekaan Indonesia pelaksanaan fungsi-fungsinya semakin berkurang,
Dari kenyataan tersebut timbul berbagai tanggapan dari berbagai kalangan
masyarakat yang mempertanyakan tentang kelangsungan hidup dan kegunaan
Lembaga Balai Harta Peninggalan dalam perkembangan sekarang. Dalam
kaitan tersebut, diperhikan pemikiran kembali tentang keterlibatan Lembaga
Balai Harta Penmggalan (BHP) dalam kepailitan. Apabila Lembaga ini memang
akan dlpertahankan eksistensinya, maka seyoglanya lembaga ini dapat dinikmati
oleh segenap lapzsan masyarakat '

Berdasarkan analisis penulis dapat dikemukakan, bahwa memperhatlkan
tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sampai saat ini adalah beraneka ragam,
tetapi kesemuanya itu dapat dikatakan mengandung unsur-unsur sosial. Hal
ini sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Balai harta Peninggalan
pada mulanya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang V.0.C. yang
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: --'kemudlan semakm ber}cembang dan meiuas mencakup mereka yang termasuk '
:-'5':golongan Eropa; Cina dan Timur Asmg lainnya. Bahkan dengan g)erkembangan
“hukum di Indonesia dewasa ini dan makin pesatnya’ kema;uan dalam bidang
- ekonomi dan perdagan gan telah menarik -banyak orang dari ffolongan pribumi
: menundukan dm sec ara sukarela kepada hukum Perdata Barat dan

Kitab Undang~Undang Hukum Perdata Namun demzktan hmgga saat mz  tidak

L ada ‘ketentuan yang: mengatur bahwa : golongan':.'pr1bum1 berada d1 bawah L

b :pengurusan Balal Harta Penmggalan

- Selain 1tu dalam ketentuan kepaﬂztan dewasa i ini, dltetapkan bahwa kurator
terdm dari BHP.dan kurator. swasta Namun' yang menjadi pertanyaan, bahwa
blaya yang dltetapkan adalah Jasa kurator swasta:lebih:murah dari kurator
BHP. Apakah ketentuan ini akan mengh1dupkan BHP atau secara tidak langsung
akan menghapuskan BHP secara pelan-pelan. Dalam kaltan ini, perlu dilakukan
pengka;:an apakah BHP masih efektif dalam pe}aksanaan kepailitan di masa
mendatang, mengmgat efektlﬁtas, cfiswnsx dan profesmnahsme semakin
dlbumhkan daIam era globahsasi : SRR

" Berdasarkan anahsls penuhs dapat dlungkapkan bahwa kecenderungan
akhir-akhir ini, masyarakat lebih tertank mencam penyelesalan sengketa hukurmn
di luar pengadllan misalnya dengan negosmsx dan komproml arbitrase, bahkan
sampai kepada“ mempergunakan jasa penaglh utang (debt collecror) Hal ini
terjadi mengingat perkembangan zaman dan di lain negara, dikenal beberapa
bentuk lembaga hukum penyelesaian sengketa melalui -badan pengadilan,
arbitrase, mediasi dan konsiliasi, serta minitrial-dan badan lamnya Hal ini
menjadi tantangan tersendiri bagi peradilan miaga. : :

* Berdasarkan analisis penuhs bahwa untuk menentukan apakah perkara—
perkara seperti tersebut di atas dapat dijadikan kewenangan Pengadxlan Niaga
periu dlka_]l It‘;’blh mendalam faktor Jumlah letak pengadﬂan niaga, faktor
dxkemukakan tentang kasus Utang Piutang, Asuransi dan perbankan yang sudah
dapat dlpastakan bisa terjadi di seluruh wilayah R, dengan nilai objek sengketa
yang berpariasi apabila kasus-kasus tersebut dijadikan wewenang Pengadilan
Niaga yang menurut rencana hanya ada pada 5 wilayah yaitu Jakarta, Medan,
Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang maka jika kasus tersebut terjadi di
Jayapura dengan nilai sengketa sebesar Rp 10.000.000 dan harus ke Pengadilan
Niaga Ujung Pandang, maka jelas hal ini tidak menyelesaikan masalah tetapi
menimbulkan masalah baru. Dengan melihat contoh sederhana tersebut jelas
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disatu pihak, bahwa tidak semua Perkara Niaga dapat menjadi kewenangan.
Pengadllan Niaga sedangkan d1 Iam pihak kebutuhan akan penyelesalan perka:a
yang dapat dxbutuhkan B

Berdasarkan analisis penuhs bahwa pemecahan yang tepat dapat dilakukan
- 'melalm beberapa- altematlf antara lain : untuk perkara-perkara niaga yang
kemungkinan terjadi di seluruh wﬂayah Indonesxa hukum R dapat d1tentukan_

melalui;: pembatasan nilai-nominal.objek: sengketa ‘atay; yang menyangkut

‘pihak asing. Sedangkan untuk. perkara Haki; Anti: Monopoh Pasar Modat,

Joint Venture dan Intemasional Transaction sudzh tepat langsung menjadi
wewenang Pengadﬂan Niaga, . ol :

-Berdasarkan analisis penuhs untuk pengembangan pengadilan niaga
dimasa mendatang beberapa hal perfu menjadi perhatian, antara lain :
Penyempumaan mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan kepailitan
termasuk di dalemmya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan

putusan pernyataan pailit, Penyempurnaan pengaturan yang bersifat.

penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-
pihak yang bersangkutan, khususnya kreditor, atas kekayaan debitor sebelum
adanya putusan pernyataan pailit. Peneguhan fungsi kurator dan
penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa
tersebut di samping Institusi yang selama ini telah dikenal, yakni Balai Harta
Peninggalan. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat
untuk melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajibannya.

- Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan
pailit, bahkan untuk itu dapatlangsung diajukan kasasi ke Mahakamah Agung.
Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam
penyempurnaan ini. Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan
pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurmaan
ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak di antara
kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai dan agunan lainnya. Di samping
itu diatur pula ketentuan mengenai status adanya putusan pernyataan pailit.
Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundzaan
Kewajiban Pembayaran Utang sebagai mana telah diatur dalam BAR Kedua
Undang-undang Kepailitan.

Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan
masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan
hakim-hakim yang juga bertugas secara defrensiasi atas peradilan umum,
yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor
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14 Tahun 1970 tentang Pokok—pokokKekuasaan Kehakzman Pengadlian Nlaga_-
 tersebut. akan bertugas menangani permohonan. pemyataan pailitdan penundaan_
.'_-kewajlban pembayaran utang (PKPU). Keberadaan Iembaga ini.akan.

) :d1wu_]ud1<:an secara bertahap Demlkian pula dengan Imgkup tugas dan

kewenancrannya di :-'Iuar masaiah kepa:hian dan PKPU akan d1tamba§1 dan

o 5 ':3-55Berdasarkan ana iSlS hasﬁ penehuan dapat d1ungkapkan, ;bahwa UU No w

-_4 Tahun 1998 mengenax Pengad:lan Niaga paling tidak ada empat hal yang
pertu dxkembangkan pada Pengadilan Niaga yakni : Masalah Kewenangan,
- Dalam pasal 280 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1998 dimungkinkan Pengadilan
Niaga berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang
pemniagaan- Berdasarkan pasal ini maka dimungkinkan perkara lain selain
kepailitan untuk diperiksa di Pengadilan Niaga, umpamanya masalah HAKI,
masalah persaingan dagang, masalah perbankan, masalah perdagangan
Internasional dan lzin-lain.

Masalah pembentukan Pengadilan Niaga di tempat lain. Setelah
dibentuknya pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka akan
direncanakan akan dibentuk Pengadilan Niaga lainnya di Semarang, Surabava,
Medan dan Ujung Pandang. Pembentukan Pengadilan Niaga di Kota-kota ini
adalah untuk menyesuaikan dengan adanya Kantor Balai Harta Peninggalan
(BHP) di Kota-kota tersebut. Akan tetapi dengan adanya kemungkinan
pengembangan wewenang Pengadilan Niaga seperti yang telah diuraikan di
atas maka pemilihan kota-kota tersebut menjadi tidak relevan karena untuk
kasus-kasus lain di luar kepailitan dan PKPU tidak ada hubungannya dengan
BHP. Oleh karena itu sebaiknya Pengadilan Niaga dibentuk juga di tempat-
tempat lain selain di Kota-kota tersebut di atas, bahkan bila perlu di seluruh
propinst yang ada di Indonesia,

Masaiah Hukum Acara, Sesuai dengan bunyi 284 ayat 1 yang mengatakan
kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, Hukum Acara Perdata yang
berlaku diterapkan pula di Pengadilan Niaga. Dengan demikian pada saat ini
terdapat dua hukum acara Kepailitan dan Hukum Acara Perdata. Apabila
kewenangan Pengadilan Niaga diperluas maka tentunya akan diperlukan hukum
acara lain sesuai dengan jenis kasusnya. Tentu saja mempergunakan beberapa
hukum acara dalam satu pengadilan akan membingungkan dan tidak praktis.
Oleh karena itu diperlukan hukum acara tersendiri yang akan menjadi hukum
acara untuk semua jenis perkara yang diperiksa di Pengadilan Niaga.
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Masaiah sumber daya Masalah sumber daya adalah masalah yang sangat L
'_'.pentmg ‘dalam. rangka pengem‘oangan Pengadalan Niaga, o}eh karena itu hal:
ini harus: men;adl pertlmbangan yang sangat penting. Masaiah Sumber daya &
ini Harus: dapertlmbangkan di-samping pertimbangan atas urgent tldaknyaf-’
-mengahhkan jenis-jenis perkara b1sn15 lainnya ke Pengadxlan Niaga Maupunﬁﬁ ;

o 'pembentukan Pengadilan Nxaga yangbaru; Karena apabila sumberdaya yang - -
o "'_'mehputi baik sumberdaya manusia maupun dana tidak tersedia dengan cukup
- adil n Nlacra tidak akan dapat dllakukan dengan
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